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Wali Kota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 
 

NOMOR 31 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA  

TAHUN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)     

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12  Tahun 
2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20154 
Nomor 80);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 10), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2017 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 24 Seri E);  

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2019; 

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2008 Nomor 93); 

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133); 

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 170); 

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016  Nomor 178); 

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2016  Nomor 180); 

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018  
Nomor 5); 
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26. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268); 

27. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296); 

 
  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA  KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019. 

 
 

 
 

 BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tasikmalaya. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bappelibangda adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kota Tasikmalaya.   

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota 
Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022.  

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut  

RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 
(satu) tahun. 
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10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi  yang 
selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen 

perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 
periode      1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode                   

1(satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana 

pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang 
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum 

disepakati dengan DPRD.  

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 
rencana pembangunan daerah. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah 
untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan yang terarah dan 

berkualitas. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah 
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daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan 
perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah 

mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan 
RKPD Tahun 2019, meliputi: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 

c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;  

e. rencana kerja dan dan pendanaan daerah; dan 

f. penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

BAB IV 
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI 

 
Pasal 4 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang 

sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, mengingat: 

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi 

dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, 
indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, 

lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah 
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan 
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renja 
Perangkat Daerah dan penyusunan KUA PPAS yang 

akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati 
bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan 
Rancangan APBD; 

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan 
kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah 

yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala 
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat 
Daerah; dan   

d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
merealisasikan program dan kegiatan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 
PENYUSUNAN RKPD  

 
Pasal 5 

(1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD, 
yang disusun dengan tahapan sebagai berikut: 

a. persiapan penyusunan RKPD; 

b. penyusunan rancangan awal RKPD; 

c. penyusunan rancangan RKPD; 

d. pelaksanaan musrenbang RKPD; 

e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan 

f. penetapan RKPD. 

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, 
sasaran   dan program yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2019 dalam RPJMD, dan mempedomani RKP dan  
program strategis nasional serta RKPD Provinsi. 

(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikoordinasikan oleh Bappelitbangda. 

 

Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja 
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan 

Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Penyajian rancangan  Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), memuat 
sistematika   sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; 

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; 

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat         

Daerah; dan 

e. penutup. 

(3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Bappelitbangda untuk diverifikasi dan diselaraskan   

dengan RKPD. 
 

 
BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 7 

(1) Wali Kota melalui Bappelitbangda melakukan 

pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019. 

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pengendalian kebijakan; 

b. pengendalian pelaksanaan; dan  

c. evaluasi hasil. 
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Pasal 8 

(1) Dalam rangka pengendalian, Peragkat Daerah 

melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja 
pelaksanaan rencana pembangunan. 

(2) Bappelitbangda menghimpun dan mengevaluasi  
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari 
masing-masing Perangkat Daerah. 

(3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD 
tahun yang akan datang. 

 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

 

Ditetapkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal 29 Juni 2018 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 
 
 

ttd 
 

H. BUDI BUDIMAN 

 
 

Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal  29 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
ttd 

 
 

IVAN DICKSAN HASANUDDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 31 


